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BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Pencegahan dan pemulihan aset tindak pidana korupsi perlu dilakukan
karena korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar
biasa. Sehingga dari segi penindakan dan pencegahan serta pemulihan
aset hasil korupsi juga perlu ditangani dengan luar biasa. Karena
korupsi masi tergolong tinggi sesuai dengan data penindakan ICW
selama 1 semester di tahun 2022 sebesar 252 kasus dengan 612
tersangka. Sedangkan di tahun 2021 pemulihan aset hasil korupsi
hanya sebesar 1,4 T dari kerugian negara 62,931 T. Sehingga perlu
dilakukan optimalisasi pencegahan dan pemulihan aset hasil korupsi.

2. Upaya yang ideal untuk melakukan perampasan aset tindak pidana
korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat
korupsi ialah karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan ekonomi
sehingga disentif yang harus dilakukan juga dengan pendekatan
ekonomi. Sehingga dalam hal ini senjata yang paling ampuh dengan
menggunakan perampasan secara in rem melalui NCB, illchit
enrichtment dan unexplained wealth untuk pengoptimalan aset hasil
kejahatan korupsi. Yang mana konsep perampasan in rem tersebut
terdapat pada RUU Perampasan Aset selain itu dalam hal pencegahan

melalui RUU Pembatasan Uang Kartal.
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Saran

Saran yang bisa diberikan peneliti berkaitan dengan Optimalisasi

Penanganan Korupsi dengan Pencegahan dan Pemulihan Aset Hasil Korupsi

yaitu:

1.

Berkaitan dengan substansi hukum perlu adanya perbaikan Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan mekanisme
perampasan aset, bisa dilakukan dengan NCB dan membuat illchit
enrichment menjadi salah satu bentuk delik korupsi. Dapat juga
dilakukan dengan  mengesahkan Rancangan  Undang-Undang
Perampasan Aset serta dari sisi pencegahan Kkorupsi dengan
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal.
Dalam hal ini perlunya keterlibatan Aparat Penegak Hukum yakni bagi
legislatif dan pemerintah serta dibutuhkan juga aspirasi publik,
akademik dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif untuk
mengesahkan kedua RUU tersebut. Jika perlu mengadakan pembahasan
penyempurnaan terlebih dahulu sebelum mengesahkannya.

Perlu adanya perubahan mindset atau pola pikir dari APH (kejaksaan,
kepolisian, KPK, hakim, dan lain sebagainya) dalam sistem peradilan
pidana yakni ada perubahan orientasi pemidanaan tindak pidana korupsi
yang mana harus bergeser dari pidana badan ke denda diluar
perampasan aset hasil kejahatannya atau dapat dikatakan perlunya

perubahan pandang dari follow the suspect to follow the money.
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3. Ada perubahan orientasi pemidanaan tindak pidana korupsi yang mana
harus bergeser dari pidana badan ke denda diluar perampasan aset hasil
kejahatannya. Maksudnya disini ialah dibuat adanya denda misal 10
kali lipat dari kerugian yang ditimbulkan, misal koruptor melakukan
korupsi senilai 1 M tapi dijatuhi denda 10 M, sehingga bukan sekadar
denda, yang bahkan tidak sebanding dengan kerugian negara jadi denda
dapat mengembalikan kerugian negara bahkan lebih dari Kkerugian
negara. Kalau pidana badan tetap ada namun bukan menjadi hal yang

utama.
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